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Evaluasi RTRW

Konsultasi Perkada Turunan PDRD & Evaluasi PDRD

Produk Hukum BUMD & Penyertaan Modal

Pelaporan Perda & Perkada ke Provinsi

Produk Hukum untuk mendukung Visi Misi Kepala daerah

Realisasi Propemperda 2025

Propemperda harus selesai pada tahun berkenaan kecuali Keadaan tertentu

Persamaan Persepsi NA, Penjelasan, Keterangan, Urgensi

Percepatan Pembahasan APBD (Januari 2025)



KOORDINASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
UU NOMOR 6 TAHUN 2023

Pasal 176 angka 3 UU NO 6 TAHUN 2023 
yang mengubah ketentuan Pasal 251 UU 23 

Tahun 2014

Pasal 373 ayat (2) 
dan Pasal 375 ayat (4)

Dalam penyusunan Perda dan Perkada 
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan 

Gubernur (GWPP)

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, asas materi muatan 

peraturan perundang-undangan, dan putusan 
pengadilan.

penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan 
kementerian yang membidangi urusan pemerintahan 
dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi 
vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pembentukan peraturan 
perundang-undangan. 

Pembinaan dan Pengawasan salah satunya dilakukan 
terhadap penyusunan Kebijakan Daerah (Perda dan 
Perkada).
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Evaluasi RTRW Kab/Kota
1. Kota Depok
2. Kota Bogor
3. Kota Bandung
4. Kota Sukabumi
5. Kabupaten Ciamis
6. Kabupaten Sukabumi
7. Kabupaten Bandung
8. Kabupaten Tasikmalaya
9. Kota Bekasi
10. Kabupaten Bogor

RTRW adalah dokumen strategis yang menetapkan struktur dan pola ruang di suatu daerah, yang 
berfungsi untuk menjamin pemanfaatan ruang yang tertata, selaras antar-wilayah dan antar-sektor, 
serta memberikan kepastian hukum bagi Pembangunan.

Kewenangan Gubernur untuk melakukan Evaluasi RTRW 
Kabupaten/Kota 
Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Nomor 23/2014 jo. UU Nomor 6/2023 dan ketentuan Pasal 69 ayat (1) 
huruf g PP Nomor 21/2021
untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan persetujuan substansi 
Menteri ATR/BPN, selaras dengan kepentingan nasional, rencana tata ruang yang lebih tinggi, serta 
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten/Kota di Jawa Barat

11. Kabupaten Bandung Barat
12. Kabupaten Cianjur
13. Kota Banjar
14. Kabupaten Indramayu
15. Kota Cimahi
16. Kabupaten Cirebon



SE MENDAGRI 900.1.13.1/4528/SJ TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN KEBIJAKAN PDRD

Penetapan PBB-P2 serta kenaikan NJOP agar memperhatikan 
kondisi Masyarakat khususnya bagi kelompok MBR

Penyesuaian tarif, disertai dengan analisis dampak sosial-
ekonomi Masyarakat, serta hasil penilaian atas objek 
pengenaan PDRD terlebih dahulu disosialisasikan

Dapat menunda atau mencabut Perkada pemberlakukan 
kenaikan tarif dan/atau  kenaikan NJOP PBB-P2 dan 
memberlakukan Perkada tahun sebelumnya, terutama kenaikan 
yang memberatkan Masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah

Dalam penetapan perkada terkait PDRD terlebih dahulu 
dikoordinasikan kepada Mendagri serta dapat dikoordinasikan 
kepada Menkeu

Evaluasi PDRD Kab/Kota
1. Kabupaten Ciamis
2. Kabupaten Sumedang
3. Kabupaten Tasikmalaya
4. Kabupaten Bogor
5. Kota Bekasi
6. Kabupaten Sukabumi
7. Kabupaten Bekasi
8. Kota Tasikmalaya
9. Kota Bandung
10. Kota Sukabumi



Produk Hukum Daerah yang Berkaitan dengan 
Penugasan kepada BUMD dan Penyertaan Modal

Penugasan BUMD (Pasal 108 PP 
54/2017)

• Pemerintah Daerah dapat memberikan 
penugasan kepada BUMD untuk 
mendukung perekonomian Daerah dan 
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan 
umum tertentu dengan tetap 
memperhatikan maksud dan tujuan 
BUMD.

• Setiap penugasan dikaji oleh pemberi 
penugasan dan BUMD sebelum 
persetujuan KPM/RUPS

Penyertaan Modal (Permendagri 
77/2020)

• Dalam hal pemerintah daerah akan
melaksanakan penyertaan modal,
terlebih dahulu menyusun perencanaan
investasi pemerintah daerah yang
dituangkan dalam dokumen rencana
kegiatan investasi.

• Berdasarkan dokumen rencana kegiatan 
investasi, Pemerintah Daerah menyusun 
analisis penyertaan modal/investasi 
pemerintah daerah.

• Hasil analisis penyertaan 
modal/investasi pemerintah daerah 
berupa hasil analisis penilaian 
kelayakan, analisis portofolio dan 
analisis risiko.

Pendirian BUMD (Pasal 9 PP 
54/2027) 

• Kajian Kebutuhan Daerah
mencakup aspek pelayanan umum 
dan kebutuhan Masyarakat.

• Kajian Kelayakan Bidang Usaha 
BUMD
kelayakan ekonomi, analisis pasar dan 
pemasaran, analisis kelayakan 
keuangan, dan analisis aspek lainnya 
berupa puu, ketersediaan teknologi, 
dan kesediaan SDM.

Bagian dari Kebijakan RPJMD.



Pelaporan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten/Kota Kepada Provinsi
setiap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah 
ditetapkan dan diundangkan wajib disampaikan kepada Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(Pasal 127A dan Pasal 141 Permendagri 80/2015 jo. Permendagri 120/2018)

Perda & Perkada dalam bentuk 

PDF

7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan dan pengundangan

Upload melalui link:
https://tinyurl.com/phdkabkotajaw

abarat 

Tujuan Pelaporan:
Evaluasi capaian propemperda dan propemperkada, monitoring 
realisasi produk hukum daerah, dan bahan pelaporan ke Pemerintah 
Pusat.

https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat
https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat


Produk Hukum Daerah Pendukung Visi Misi 
Kepala Daerah

Visi/Misi

Program Strategis

Produk Hukum 
Lokal

Pencapaian 
Pembangunan



Penyusunan Raperda dilakukan berdasarkan skala prioritas pembentukan perda 
dengan metode AKP serta mempertimbangkan realisasi propemperda yang 
ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% dari jumlah perda 
yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
(surat Dirjen Otonomi Daerah Nomor 188.34/6458/OTDA tanggal 26 November 2019)

Surat Mendagri Nomor 100.2.1.6/5468/OTDA 
tanggal 1 Oktober 2025
Hal Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah

Ranperda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik, 
bersifat pilihan diantara kelengkapan pembentukan Ranperda lainnya yaitu, 
Penjelasan atau keterangan.
(Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 UU 12/2011 jo. UU 13/2022)

Ranperda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda wajib dibahas 
dan ditetapkan pada tahun berkenaan berdasarkan mekanisme pembentukan 
peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diajukan kembali di tahun 
berikutnya dengan judul yang sama kecuali terdapat keadaan darurat mendesak 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



REALISASI PROPEMPERDA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025
NO WILAYAH

PROPEM REALISASI BELUM TERLAKSANAKAN

PERDA PERKADA DPRD PERDA PERKADA DPRD PERDA PERKADA DPRD

TOT FASEV WILAYAH I
1 KAB BANDUNG 13 307 6 4 0 7 303 0
2 KAB BANDUNG BARAT 18 244 4 69 2 14 175 -2
3 KAB BOGOR 13 90 4 10 0 9 80 0
4 KAB KARAWANG 20 126 11 17 0 9 109 0
5 KAB PANGANDARAN 7 3 1 0 6 -1 0
6 KAB SUKABUMI 19 32 5 10 0 14 22 0
7 KOTA BANDUNG 19 79 11 20 0 8 59 0
8 KOTA CIREBON 12 38 2 2 19 2 10 19 0

TOT FASEV WILAYAH II
9 KAB KUNINGAN 10 82 1 3 4 1 7 78 0

10 KAB INDRAMAYU 18 23 7 5 0 11 18 0
11 KAB PURWAKARTA 15 9 1 11 61 1 4 -52 0
12 KAB BEKASI 12 20 4 21 0 8 -1 0
13 KAB GARUT 16 38 1 7 11 1 9 27 0
14 KAB CIANJUR 19 34 5 0 0 14 34 0
15 KOTA BOGOR 13 69 8 21 1 5 48 -1

TOT FASEV WILAYAH III
16 KAB SUMEDANG 14 115 3 8 28 4 6 87 -1
17 KAB CIREBON 19 84 6 26 2 13 58 -2
18 KAB MAJALENGKA 14 60 3 17 0 11 43 0
19 KAB SUBANG 14 23 1 4 34 1 10 -11 0
20 KOTA CIMAHI 22 40 2 3 30 0 19 10 2
21 KOTA TASIKMALAYA 18 84 1 4 6 1 14 78 0
22 KOTA BANJAR 14 85 1 4 22 1 10 63 0

TOT FASEV WILAYAH IV
23 KOTA SUKABUMI 9 34 4 22 2 5 12 -2
24 KOTA DEPOK 10 29 10 0 0 0 29 0
25 KAB CIAMIS 24 34 12 24 0 12 10 0
26 KOTA BEKASI 10 33 3 11 0 7 22 0
27 KAB TASIKMALAYA 14 24 3 3 0 11 21 0

JUMLAH 406 1836 13 155 496 19 253 1340 -6



Penyesuaian arah kebijakan 
Pembangunan daerah dengan 
visi, misi, dan program kepala 
daerah dan wakil kepala 
daerah, serta program Asta 
Cita ke dalam Perubahan 
RKPD Tahun 2025 dan 
Perubahan APBD TA 2025

PERCEPATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN APBD TA 2025
SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui 
Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025

Gubernur memfasilitasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota utk 
pelaksanaan Percepatan 
Perubahan RKPD Tahun 
2025 dan Perubahan APBD 
TA 2025



ISU – ISU LAINNYA

Draft Raperda & Raperkada yang 
disampaikan

Agar memperhatikan estetika 
penulisan, kerapi-an..

Inventarisasi Perkada penjabaran 
Perda Penataan Regulasi

Evaluasi produk hukum yang sudah 
tidak relevan

Pencapaian Target Propemperda
Pada tahun berjalan

Kelengkapan/persyaratan 
administratif fasilitasi/evaluasi
Agar sesuai dengan ketentuan



HATUR NUHUN
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